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BADAIT KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung

jawab, dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu

mengatur penggunaan pakaian seragam kerja bagi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian

Negara;

bahwa Pakaian Seragam Kerja yang diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11

Tahun 2OlI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2013

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu

mengatur kembali Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;



c.

Mengingat : 1.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 1 1 Tahun 2OI1 tentang

Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54941;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 28);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

20L4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI5 Nomor 1282);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36

Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1834);

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keda Unit

Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

MenetAPKan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2OII
TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2OII tentang Pakaian

Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun

2OI3 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2OI1 tentang Pakaian

Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OI3 Nomor 721, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap hari Senin dan Selasa pegawai wajib memakai PSK

beserta atribut dan kelengkapannya, kecuali pada hari-

hari tertentu yang ditentukan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Setiap hari Rabu pegawai wajib memakai atasan kemeja

warna putih dengan bawahan warna hitam serta

mengenakan atribut dan kelengkapannya, kecuali pada

hari-hari tertentu yang ditentukan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(1)

(2)



(3)
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Setiap hari Kamis dan Jumat pegawai wajib memakai

pakaian batik atau pakaian dengan bahan produk daerah

dan mengenakan tanda pengenal, kecuali pada hari-hari

tertentu yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Setiap upacara bendera pegawai wajib menggunakan

pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang

ditentukan pada upacara tersebut.

Khusus bagi pegawai wanita yang sedang hamil dapat

menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi beserta

atribut dan kelengkapannya dengan warna yang

disesuaikan.

Widyaiswara dalam melaksanakan tugas mengajar dapat

menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi beserta

atribut dan kelengkapannya.

Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain

dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh

instansi yang mengundang dengan ketentuan paling

kurang mengenakan tanda pengenal.

Pegawai di lingkungan Kantor Regional BKN, selain

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini, dapat mengikuti ketentuan yang

berlaku di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

(4)

(s)

(6)

(71

(8)
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2115

Salinan engan aslinya

N NEGARA

ng-undangan,

Haryomo Dwi Putranto


